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PUTUSAN
Nomor 430/Pdt.G/2024/MS.Jth
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuta Cane, 30 Maret 1968,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Gampong
Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten
Aceh Besar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Oktober 1975,
agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Dusun Baru,
Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir,

Kabupaten Nagan Raya sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 06

November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda
Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
042/20/11/2003, tertanggal 27 Februari 2003;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 16 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulaitidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal karena Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah
selama 5 tahun, Tergugat sudah mentalak Penggugat dan tidak lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.2. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 5 tahun. Selama
kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi
Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Jantho kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

430/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 07 November 2024 dan 21 November 2024
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yang dibacakan di persidangan, panggilan yang dilakukan tidak sah karena
berdasarkan keterangan perangkat desa Tergugat bukan lagi warga Gampong
Cot Rambong, kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan tidak
diketahui lagi keberadaanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan,

karena panggilan yang dilaksanakan tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat tetap ingin
melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena
pemanggilan kepada Tergugat tidak sah maka pemeriksaan perkara a quo tidak
dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
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dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard);

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Fadhlia,
S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husnha, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H. Heti Kurnaini, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I
Perincian biaya :
1. PNBP Rp60.000,00

2. Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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